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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui alasan apa yang menyebabkan 

perlu adanya penunjukan wali dari anak dan 

bagaimana penunjukan wali anak melalui 

penetapan pengadilan. Dengan menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif 

disimpulkan: 1. Kedudukan orang tua sebagai 

wali dari anak, dapat digantikan seseorang atau 

badan hukum yang memenuhi persyaratan, 

apabila orang tua anak tidak cakap melakukan 

perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat 

tinggal atau keberadaannya. Perwalian juga 

dapat terjadi karena perkawinan orang tua 

putus baik disebabkan salah seorang 

meninggal, perceraian atau dicabutnya 

kekuasaan orang tua melalui penetapan 

pengadilan atau putusan pengadilan Pengadilan 

Agama bagi yang beragama Islam dan 

Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain 

Islam, karena orang tua sangat melalaikan 

kewajibannya terhadap anaknya dan 

berkelakuan buruk sekali. Hakim akan 

mengangkat seorang wali yang disertai wali 

pengawas yang harus mengawasi pekerjaan 

wali tersebut. Meskipun orang tua dicabut 

kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya 

pemeliharaan kepada anak tersebut. 2. 

Penunjukan perwalian terhadap anak kepada 

pihak lain melalui penetapan pengadilan  

dengan menunjuk seseorang atau badan 

hukum yang memenuhi persyaratan sebagai 

wali dari anak yang bersangkutan.  Wali yang 

ditunjuk agamanya harus sama dengan agama 

yang dianut anak.   Untuk kepentingan anak, 

wali wajib mengelola harta milik anak yang 

bersangkutan.  Wali yang ditunjuk berdasarkan 

penetapan pengadilan dapat mewakili anak 

untuk melakukan perbuatan hukum, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak.   Dalam hal 
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anak belum mendapat penetapan pengadilan 

mengenai wali, maka harta kekayaan anak 

tersebut dapat diurus oleh Balai Harta 

Peninggalan atau lembaga lain yang 

mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta 

Peninggalan atau lembaga lain bertindak 

sebagai wali pengawas untuk mewakili 

kepentingan anak.  Pengurusan harta 

sebagaimana dimaksud harus mendapat 

penetapan  pengadilan. Dalam hal wali yang 

ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum atau 

menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, 

maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk 

orang lain sebagai wali melalui penetapan 

pengadilan.  Dalam hal wali meninggal dunia, 

ditunjuk orang lain sebagai wali melalui 

penetapan pengadilan.    

Kata kunci: Penetapan Pengadilan, Wali, Anak 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, I. 

Umum, bahwa Orang tua, keluarga, dan 

masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga 

dan memelihara hak asasi tersebut sesuai 

dengan kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum. Demikian pula dalam rangka 

penyelenggaraan perlindungan anak, negara 

dan pemerintah bertanggung jawab 

menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi 

anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan 

dan perkembangannya secara optimal dan 

terarah. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 Pasal 28B menyatakan pada 

ayat (1) Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.  

Pelindungan hukum terhadap Anak harus 

sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak 

(Convention on the Rights of the Child) 1989 

dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik 

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention 

on the Rights of the Child (Konvensi tentang 

Hak-Hak Anak. 
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Kewajiban orang tua adalah memberikan 

perlindungan dan bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anak. tidak hanya orang tua saja 

harus mempersiapkan generasi muda tetapi 

masyarakat  dan pemerintah. Titik tolaknya 

adalah masa depan anak melalui perlindungan 

anak terhadap segala bentuk keterlantaran, 

kekerasan, eksploitasi. Kelalaian orang tua 

menimbulkan keteterlantaran, apabila ini 

berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan 

kekerasan dan kekejaman terus dialami anak 

serta eksploitasi tenaga kerja akan dapat  

mengakibatkan goncangan dan konflik batin 

pada diri anak. hal itu akan sangat berpengaruh 

dan menghambat perkembangan  fisik, mental, 

emosional dan sosialnya. Akibatnya anak 

membuat tindakan nakal (delinquent) dan 

menimbulkan gangguan Kabtibmas serta 

pelanggaran hukum. Dengan demikian 

memberikan perlindungan anak akan terhindar 

dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan 

dan eksploitasi diharapkan anak dapat 

berkembang secara wajar menuju generasi 

muda yang potensial untuk pembangunan 

nasional.
3
 

Anak perlu dididik dan dibimbing oleh orang 

tua yang sangup memenuhi kewajibannya 

untuk memelihara anak. Orang tua harus cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum untuk 

mewakili dan mendampingi anak-anaknya dan 

tidak berkelakuan buruk atau 

menyalahgunakan kekuasaan dan terlibat 

dalam perkara kejahatan. Hal ini dapat 

memberikan pengaruh buruk terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan anak-anak 

dalam keluarga.  Untuk memberikan 

perlindungan yang memadai terhadap anak di 

masa pertumbuhan dan perkembangannya 

maka sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, orang tua dapat dicabut 

kekuasaannya dalam memelihara dan mendidik 

anak, karena berkelakuan buruk, tidak cakap 

atau tidak mampu memenuhi kewajibannya 

untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. 

Hal ini mendorong penulis untuk membahas 

alasan-alasan dapat yang dapat menyebabkan 

perlu adanya penunjukan wali dari anak untuk 

menggantikan kekuasaan orang tua dalam 

memelihara dan mendidik anak serta 
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penunjukan wali anak melalui penetapan 

pengadilan, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang Perlindungan 

Anak, Perkawinan dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang terkait dengan hal 

tersebut.  

 

B.  RUMUSAN  MASALAH 

1. Alasan apakah yang menyebabkan perlu 

adanya penunjukan wali dari anak ? 

2. Bagaimanakah penunjukan wali anak 

melalui penetapan pengadilan ?   

 

C. METODE PENELITIAN 

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan terdiri dari: peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah 

hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk 

data-data dari media cetak dan elektronik serta 

kamus-kamus hukum. Metode Penelitian yang 

digunakan yakni metode penelitian hukum 

normatif. Untuk menyusun pembahasan, 

bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Alasan Terjadinya Penunjukan Wali Anak  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 ayat: 

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum, atau tidak 

diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, 

maka seseorang atau badan hukum yang 

memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai 

wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk 

menjadi wali anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan 

pengadilan.  Cakap hukum yaitu: kecakapan 

seseorang yang mampu atau cakap menurut 

hukum untuk membuat perjanjian atau 

melakukan perbuatan hukum lainnya.
4
 

Perbuatan hukum yaitu perbuatan yang 

dilakukan orang dengan maksud guna 

menimbulkan suatu akibat hukum yang 

dikehendaki dan diperkenankan oleh hukum.
5
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, mengatur mengenai 

Kedudukan Anak. Pasal 42: Anak yang sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah.  

Pasal 43 ayat: 

(1)  Anak yang dilahirkan diluar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

(2)  Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas 

selanjutnya akan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 44 ayat: 

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya 

anak yang dilahirkan oleh isterinya, 

bilamana ia dapat membuktikan bahwa 

isterinya telah berzina dan anak itu akibat 

daripada perzinaan tersebut. 

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang 

sah/tidaknya anak atas permintaan pihak 

yang berkepentingan. 

Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan 

Anak, diatur dalam Pasal 45 ayat: 

(1)  Kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya. 

(2)  Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam 

ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu 

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban 

mana berlaku terus meskipun perkawinan 

antara kedua orang tua putus. 

Pasal 46 ayat: 

(1)  Anak wajib menghormati orang tua dan 

mentaati kehendak mereka yang baik. 

(2)  Jika anak telah dewasa, ia wajib 

memelihara menurut kemampuannya, 

orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke 

atas, bila mereka itu memerlukan 

bantuannya. 

Pasal 47 ayat: 

(1)  Anak yang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada dibawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka 

tidak dicabut dari kekuasaannya. 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai 

segala perbuatan hukum didalam dan 

diluar Pengadilan. 

Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan 

memindahkan hak atau menggadaikan barang-

barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 

berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan, kecuali 

apabila kepentingan anak itu menghendakinya.  

 Pencabutan kekuasaan orang tua, 

diatur dalam Pasal 49 ayat: 

(1)  Salah seorang atau kedua orang tua dapat 

dicabut kekuasannya terhadap seorang 

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu 

atas permintaan orang tua yang lain, 

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan 

saudara kandung yang telah dewasa atau 

pejabat yang berwenang, dengan 

keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 

a. la sangat melalaikan kewajibannya 

terhadap anaknya; 

b. la berkelakuan buruk sekali. 

(2)  Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, 

mereka masih tetap berkewajiban untuk 

memberi biaya pemeliharaan kepada anak 

tersebut. 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga 

dan Orang Tua, diatur dalam Pasal 26 ayat: 

(1)  Orang tua berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk : 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan 

melindungi anak;  

b. menumbuhkembangkan anak sesuai 

dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; dan  

c. mencegah terjadinya perkawinan pada 

usia anak-anak.  

(2)  Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak 

diketahui keberadaannya, atau karena 

suatu sebab, tidak dapat melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawabnya, maka 

kewajiban dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat beralih kepada keluarga, yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Kewajiban dan Tanggung Jawab, Pasal 20: 

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 

orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan 

Pemerintah, Pasal 21: Negara dan pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab 

menghormati dan menjamin hak asasi setiap 

anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 
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bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran 

anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. 

Pasal 22: Negara dan pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab 

memberikan dukungan sarana dan prasarana 

dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

Pasal 23 ayat: 

(1) Negara dan pemerintah menjamin 

perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban orang 

tua, wali, atau orang lain yang secara 

hukum bertanggung jawab terhadap anak. 

(2) Negara dan pemerintah mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

Pasal 24: Negara dan pemerintah menjamin 

anak untuk mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia 

dan tingkat kecerdasan anak. 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat. 

Pasal 25: Kewajiban dan tanggung jawab 

masyarakat terhadap perlindungan anak 

dilaksanakan melalui kegiatan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak. Peran Masyarakat, Pasal 

72  menyatakan pada ayat:  

(1) Masyarakat berhak memperoleh 

kesempatan seluas-luasnya untuk berperan 

dalam perlindungan anak.    

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan oleh orang 

perseorangan, lembaga perlindungan anak, 

lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga 

swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, 

lembaga keagamaan, badan usaha, dan 

media massa. 

 Pasal 73: Peran masyarakat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.    

   

B. Penunjukan Wali Anak Melalui Penetapan 

Pengadilan  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Umum, Pasal 1 angka (1): Pengadilan 

adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 

di lingkungan peradilan umum. Pasal 1 angka 

(2): Hakim adalah hakim pada pengadilan 

negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Pasal 

68A ayat: (1) Dalam memeriksa dan memutus 

perkara, hakim harus bertanggung jawab atas 

penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ayat 

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memuat 

pertimbangan hukum hakim yang didasarkan 

pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan 

benar.  

Penetapan hakim yaitu: putusan hakim yang 

bersifat declaratoir hakim menetapkan suatu 

peristiwa tertentu.
6
 

Penetapan atau beschikking, yaitu: Surat  

pernyataan yang dieluarkan oleh hakim 

mengenai hal yang menjadi kewenanangannya 

dalam memeriksa perkara yang  diadakan di 

luar putusan pengadilan, misalnya: 1) perintah 

untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan; 2)  

perintah  untuk penambahan alat bukti.
7
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, mengatur 

mengenai perwalian, Pasal 33 menyatakan 

pada ayat: 

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum, atau tidak 

diketahui tempat tinggal atau 

keberadaannya, maka seseorang atau 

badan hukum yang memenuhi persyaratan 

dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang 

bersangkutan. 

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 

penetapan pengadilan.    

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) agamanya harus sama 

dengan agama yang dianut anak.    

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola 

harta milik anak yang bersangkutan.    

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara 

penunjukan wali sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.    

Penjelasan Pasal 33 ayat (2): Pengadilan 

yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam 

dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama 

selain Islam. Pasal 34:  Wali yang ditunjuk 

berdasarkan penetapan pengadilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat 
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mewakili anak untuk melakukan perbuatan 

hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak.    

Pasal 35 ayat:  

(1) Dalam hal anak belum mendapat 

penetapan pengadilan mengenai wali, 

maka harta kekayaan anak tersebut dapat 

diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau 

lembaga lain yang mempunyai kewenangan 

untuk itu. 

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

bertindak sebagai wali pengawas untuk 

mewakili kepentingan anak.   

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat 

penetapan  

Pasal 36 ayat:   

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di 

kemudian hari tidak cakap melakukan 

perbuatan hukum atau menyalahgunakan 

kekuasaannya sebagai wali, maka status 

perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang 

lain sebagai wali melalui penetapan 

pengadilan.    

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk 

orang lain sebagai wali melalui penetapan 

pengadilan.    

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) dan (2) 

menyebutkan lihat Pasal 33 ayat (2): Pengadilan 

yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam 

dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama 

selain Islam. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, mengatur mengenai 

Perwalian. Pasal 50 menyatakan pada ayat: 

(1)  Anak yang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, yang tidak 

berada dibawah kekuasaan orang tua, 

berada dibawah kekuasaan wali. 

(2)  Perwalian itu mengenai pribadi anak yang 

bersangkutan maupun harta bendanya. 

 Pasal 51 ayat: 

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua 

yang menjalankan kekuasaan orang tua, 

sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat 

atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang 

saksi. 

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari 

keluarga anak tersebut atau orang lain yang 

sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur 

dan berkelakuan baik. 

(3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah 

penguasaannya dan harta bendanya sebaik-

baiknya, dengan menghormati agama dan 

kepercayaan anak itu. 

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda 

anak yang berada dibawah kekuasaannya 

pada waktu memulai jabatannya dan 

mencatat semua perubahan-perubahan 

harta benda anak atau anak-anak itu. 

(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta 

benda anak yang berada dibawah 

perwaliannya serta kerugian yang 

ditimbulkan karena kesalahan atau 

kelalaiannya. 

Pasal 52: Terhadap wali berlaku juga Pasal 

48 Undang-undang ini. Dalam Pasal 48 

dinyatakan: Orang tua tidak diperbolehkan 

memindahkan hak atau menggadaikan barang-

barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 

berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan, kecuali 

apabila kepentingan anak itu menghendakinya. 

Pasal 53 ayat:  

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, 

dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 

Undang-undang ini. 

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 

ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain 

sebagai wali. 

Pasal 54: Wali yang telah menyebabkan 

kerugian kepada harta benda anak yang 

dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak 

atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan 

Pengadilan, yang bersangkutan dapat 

diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. 

Kewajiban dan tugas wali tersebut terhadap 

anak antara lain: (1)  mengurus anak dan harta 

bendanya secara baik dengan menghormati 

agama dan kepercayaan si anak (Pasal 51 ayat 3 

UUP); (2) membuat daftar harta kekayaan dan 

mencatatnya (Pasal 51 ayat 4 UUP); (3) 

bertanggung jawab tentang harta benda si anak 

serta kerugian yang timbul karena kelalaian dan 

kesalahan dan kesalahannya (Pasal 51 ayat 5 

UUP) dan (4) Memberikan ganti rugi terhadap 

harta benda si anak karena kesalahan dan 
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kelalaian (Pasal 54 UUP) sedangkan Wali 

pengawas ini memiliki kewajiban antara lain: 

(1) mengadakan pengawasan terus terhadap 

wali; (2) menyatakan pendapatnya terhadap 

berbagai tindakan yang harus dilakukan 

bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut  

hadir dalam tindakan-tindakan tertentu; (4) 

bertindak jika ada kepentingan yang 

bertentangan antara wali dengan minderjarige; 

dan (5) bertindak jika wali tidak hadir atau 

perwalian itu terluang. Wali pengawas di 

Indonesia dijalankan oleh pejabat Balai Harta 

Peninggalan (Weskamer). Sedapat mungkin 

wali diangkat dari orang-orang yang 

mempunyai pertalian darah terdekat dengan si 

anak  itu atau bapaknya yang karena sesuatu 

hal telah bercerai atau saudara-saudaranya 

yang dianggap cakap untuk itu. Hakim juga 

dapat menetapkan seseorang atau 

perkumpulan sebagai wali.
8
  

d. Berakhirnya Perwalian 

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 

dua segi, yaitu; (1) dalam hubungan dengan 

keadaan anak; dan (2) dalam hubungan dengan 

tugas wali. 

1)  Dalam hubungan dengan keadaan anak 

Dalam hubungan ini, perwalian akan 

berakhir karena: (1) Si anak yang di bawah 

perwalian telah dewasa (meerderjaring); (2) 

si anak (minderjaring) meninggal dunia:  (3) 

Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya 

(ouderlijkkemach); dan (4) pengesahan 

seorang anak luar kawin. 

2) Dalam hubungan dengan tugas wali 

 Berkaitan dengan tugas wali, maka 

perwalian akan berakhir karena: (1) wali 

meninggal dunia; (2) dibebaskan atau 

dipecat dari perwalian (ontzetting of  

ontheffing; dan (3)  ada alasan pembebasan 

dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 

BW), sedangkan syarat utama untuk dipecat 

(ontzet) sebagai wali, ialah disandarkan pada 

kepentingan minderjarige itu sendiri.
9
 

 Pada setiap akhir perwaliannya, 

seorang wali wajib mengadakan perhitungan 

tanggung jawab penutup. Perhitungan ini 

dilakukan dalam hal: (1)  perwalian yang sama 

sekali dihentikan, yaitu kepada minderjarige 

atau kepada ahli warisnya; (2) perwalian yang 

                                                           
8
 Ibid, hal 94-95. 

9
 Ibid, hal. 95-96. 

dihentikan karena diri (person) wali, yaitu 

kepada yang menggantinya; dan (3) 

minderjaring yang sesudah berada di bawah 

perwalian, kembali lagi berada di bawah 

kekuasaan orang tua, yaitu kepada bapak atau 

ibu minderjarige itu (Pasal409 BW).
10

 

  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kedudukan orang tua sebagai wali dari 

anak, dapat digantikan seseorang atau 

badan hukum yang memenuhi persyaratan, 

apabila orang tua anak tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum, atau tidak 

diketahui tempat tinggal atau 

keberadaannya. Perwalian juga dapat 

terjadi karena perkawinan orang tua putus 

baik disebabkan salah seorang meninggal, 

perceraian atau dicabutnya kekuasaan 

orang tua melalui penetapan pengadilan 

atau putusan pengadilan Pengadilan Agama 

bagi yang beragama Islam dan Pengadilan 

Negeri bagi yang beragama selain Islam, 

karena orang tua sangat melalaikan 

kewajibannya terhadap anaknya dan 

berkelakuan buruk sekali. Hakim akan 

mengangkat seorang wali yang disertai wali 

pengawas yang harus mengawasi pekerjaan 

wali tersebut. Meskipun orang tua dicabut 

kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya 

pemeliharaan kepada anak tersebut.  

2. Penunjukan perwalian terhadap anak 

kepada pihak lain melalui penetapan 

pengadilan  dengan menunjuk seseorang 

atau badan hukum yang memenuhi 

persyaratan sebagai wali dari anak yang 

bersangkutan.  Wali yang ditunjuk 

agamanya harus sama dengan agama yang 

dianut anak.   Untuk kepentingan anak, wali 

wajib mengelola harta milik anak yang 

bersangkutan.  Wali yang ditunjuk 

berdasarkan penetapan pengadilan dapat 

mewakili anak untuk melakukan perbuatan 

hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak.   Dalam hal anak belum 

mendapat penetapan pengadilan mengenai 

wali, maka harta kekayaan anak tersebut 

                                                           
10

 Ibid, hal.  96. 
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dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan 

atau lembaga lain yang mempunyai 

kewenangan untuk itu. Balai Harta 

Peninggalan atau lembaga lain bertindak 

sebagai wali pengawas untuk mewakili 

kepentingan anak.  Pengurusan harta 

sebagaimana dimaksud harus mendapat 

penetapan  pengadilan. Dalam hal wali 

yang ditunjuk ternyata di kemudian hari 

tidak cakap melakukan perbuatan hukum 

atau menyalahgunakan kekuasaannya 

sebagai wali, maka status perwaliannya 

dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali 

melalui penetapan pengadilan.  Dalam hal 

wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain 

sebagai wali melalui penetapan 

pengadilan.    

 

B. Saran 

1.  Seseorang atau badan hukum yang 

memenuhi persyaratan yang ditunjuk 

berdasarkan penetapan pengadilan harus 

dapat mewakili anak untuk melakukan 

perbuatan hukum, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan untuk kepentingan yang 

terbaik bagi anak.  Untuk menjadi wali anak 

perlu dilakukan melalui penetapan 

pengadilan dan sebagai wali  agamanya 

harus sama dengan agama yang dianut 

anak serta   untuk kepentingan anak, wali 

wajib mengelola harta milik anak yang 

bersangkutan.   

 2.  Penunjukan perwalian terhadap anak 

kepada pihak lain melalui penetapan 

pengadilan perlu dilakukan dengan cermat 

dan teliti terhadap orang perseorangan 

atau lembaga pemerintah/masyarakat 

untuk menjadi wali bagi yang 

bersangkutan. Dalam hal wali yang ditunjuk 

ternyata di kemudian hari tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum atau 

menyalahgunakan kekuasaannya sebagai 

wali, maka status perwaliannya harus 

dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali 

melalui penetapan pengadilan.  
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